
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
LEMBARAN DAERAH 

KABUPATEN MAGELANG 
Nomor :   1  Tahun 2009   

 

 
PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG 

 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG 

 
NOMOR  1  TAHUN  2009 

 
TENTANG 

 
TAHAPAN, TATA CARA PENYUSUNAN, PENGENDALIAN DAN 

EVALUASI  PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH 
KABUPATEN MAGELANG 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  

 
BUPATI MAGELANG, 

 
Menimbang : a.   Bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah 

Nomor 8 Tahun 2008, maka dalam rangka 
perencanaan pembangunan daerah perlu 
menetapkan Tahapan, Tata Cara Penyusunan, 
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan 
Rencana Pembangunan Daerah; 

 b. bahwa untuk maksud tersebut  perlu membentuk 
Peraturan Daerah tentang Tahapan, Tata Cara 
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi 
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 
Kabupaten Magelang 

http://www.bphn.go.id/



2 
Mengingat  : 1.  Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 

   2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara( Lembaran  Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4287); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4355);  

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4389);  

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 104 Tambahan Berita Negara 
Republik Indonesia Nomor 4221);  

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 
32 Tahun 2004 Pemerintah Daerah (Lembaran  
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Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 
59, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4844); 

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah 
Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
126 Tambahan Lembaran  Negara Republik 
Indonesia Nomor 4438); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 
tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah 
Tingkat II Magelang dari Wilayah Kotamadya 
Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan 
Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II 
Magelang (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1982 Nomor 36); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4578); 

10. Peraturan Pemerintah  Nomor 39 Tahun 2006 
tentang Tata Cata Pengendalian dan Evaluasi 
Pelaksanaan Rencana Pembangunan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4737); 
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11. Peraturan Pemerintah  Nomor 38 Tahun 2007 

tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara 
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan 
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Reublik Indonesia Nomor 4663); 

12. Peraturan Pemerintah  Nomor 41 Tahun 2007 
tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 
89, Tambahan Lembaran Negara Reublik 
Indonesia Nomor 4741); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 
tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4815); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 
tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4816); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 
tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, 
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan 
Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 
21, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4817); 
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16. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 

tentang Pengesahan, Pengundangan, dan 
Penyebarluasan Peraturan Perundang-
undangan; 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 
10 Tahun 2004 tentang Mekanisme Konsultasi 
Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang 
Nomor 17 Tahun 2004 Seri E Nomor 9); 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 
Tahun 2006 tentang Tata Cara Pembentukan 
Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Magelang Tahun 2006 Nomor 11 Seri E Nomor 
17).  
 

Dengan Persetujuan Bersama 
 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG 
 

dan 
 

BUPATI MAGELANG 
 

MEMUTUSKAN 
 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TAHAPAN, 
TATA CARA PENYUSUNAN, PENGENDALIAN 
DAN EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA 
PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN 
MAGELANG. 
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BAB I 

KETENTUAN UMUM 
Pasal  1 

 
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud : 
1. Daerah adalah Kabupaten Magelang. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai 

unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah. 
4. Bupati adalah Bupati Magelang. 
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah 

Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara 
pemerintahan daerah. 

6. Peraturan Daerah selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan 
Daerah Kabupaten Magelang. 

7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selanjutnya disebut 
Bappeda adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang 
bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi 
perencanaan pembangunan daerah. 

8. Pemangku kepentingan adalah pihak-pihak yang langsung atau tidak 
langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan 
pelaksanaan pembangunan daerah. 

9. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut SKPD adalah 
unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah atau instansi lain 
pengguna anggaran yang dibentuk untuk melaksanakan tugas 
tertentu berdasarkan Peraturan Daerah tentang Struktur Organisasi 
dan Tata Kerja Perangkat Daerah. 
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10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat 

APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang 
dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, 
dan ditetapkan dengan peraturan daerah. 

11. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa 
depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan 
sumber daya yang tersedia. 

12. Pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang 
dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, 
baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan 
berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, 
maupun peningkatan indeks pembangunan manusia. 

13. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses 
penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai 
unsur pemangku kepentingan  didalamnya, guna pemanfaatan dan 
pengalokasian  sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan 
kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam 
jangka waktu tertentu. 

14. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya 
disingkat RPJP Nasional adalah dokumen perencanaan nasional 
untuk periode 20 (dua puluh) tahun. 

15. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi yang selanjutnya 
disingkat RPJP Provinsi adalah dokumen perencanaan daerah 
provinsi untuk periode 20 (dua puluh) tahun. 

16. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya 
disebut RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 
20 (dua puluh) tahun. 

17. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya 
disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 
5 (lima) tahun. 
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18. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen 
perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 

19. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat 
Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Strategis Satuan Kerja 
Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) adalah dokumen perencanaan 
Satuan Kerja Perangkat Daerah  untuk periode 5 (lima) tahun. 

20. Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah 
yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat 
Daerah (Renja-SKPD) adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja 
Perangkat Daerah  untuk periode 1 (satu) tahun. 

21. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya 
disebut RPJM Desa adalah dokumen perencanaan Desa untuk 
periode 5 (lima) tahun. 

22. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada 
akhir periode perencanaan. 

23. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan 
dilaksanakan untuk mewujudkan visi. 

24. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif 
untuk mewujudkan visi dan misi. 

25. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah 
untuk mencapai tujuan. 

26. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih 
kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah 
untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi 
anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh 
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. 

27. Prakiraan maju adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun-
tahun berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan guna 
memastikan kesinambungan kebijakan yang telah disetujui untuk 
setiap program dan kegiatan. 

9 
28. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan 

pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif. 
29. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disebut 

Musrenbang adalah forum antar pelaku dan pemangku kepentingan 
pembangunan dalam rangka menyusun rencana pembangunan 
daerah. 

30. Pengendalian adalah serangkaian kegiatan manajemen, yang 
dimaksudkan untuk menjamin agar suatu program/kegiatan yang 
dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan. 

31. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi 
masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome) terhadap 
rencana dan standar. 

BAB II 
PRINSIP PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 

Pasal 2 
(1) Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam 

sistem perencanaan pembangunan nasional. 
(2) Perencanaan pembangunan daerah dilakukan pemerintah daerah 

bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan 
kewenangan masing-masing. 

(3) Perencanaan pembangunan daerah mengintegrasikan rencana tata 
ruang dengan rencana pembangunan daerah. 

(4) Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan berdasarkan 
kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, sesuai 
dinamika perkembangan daerah dan nasional.  

Pasal 3 
Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan secara transparan, 
responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan 
berkelanjutan. 

http://www.bphn.go.id/


